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Abstraction 

Conceptually, this study aims to discuss the 

strengthening of law enforcement on business 

compe-tition andanalyze it for the economic growth 

of Indo- nesia. Operationaly this study intends to 

reveal the direct impact of enforcement of Law no. 5 

of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic 

Practices and Unfair Business Competition for the 

business compe- tition climate and its effect on the 

economic growth of Indonesia. Theoretical findings in 

thisresearchare:(1)theinfluenceoflawenforcement 

on business com- petition, (2) the direct influence of 

healthy business competition climate toward 

economic growth, (3) the existence of legal effect on 

competition and national economic growth of 

Indonesia. 

Keywords: law enforcement, business competition, 

economicgrowth. 

 

BABIPENDAHULUAN 
1.1 LatarBelakang 

Teori tentang campur tangan Negara dalam 

bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar 

dalam konsep Negara kesejahteraan (welfare state) 

dibutuhkan sebagai bahan untuk melakukan analisis 

terhadap pelaksanaan hukum persaingan usaha. 

Dalam kepustakaan disebutkan bahwa welfare state 

adalah “a form of government in which the state 

assumes responsibil- ity for minimum standards of 

livingforeveryperson”. 

Konsep Negara kesejahteraan pada dasarnya 

dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar 

(market economi) dan dalam hubungannya dengan 

sistem ekonomi campuran (mixed economy). 

PerananNegaradalamkonsep 

 
Negara kesejahteraaan menurut Briggs adalah “… to 

modify the play of market forces” (Johnny Ibrahim, 

2006:32). 

Fukuyama salah seorang pemikir dalam 

bukunyaStatebuilding:GovernanceandWorldorder 

in the 21st century (2004), menulis bahwa negara 

harus memiliki otoritas dan kapasitas besar dalam 

menentukan arah kebijakan ekonomi maupun 

politik. Pada skala ekonomi mikro persaingan dalam 

dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak 

(conditionsinequanon)bagiterselengga-ranyasuatu 

perekonomian yang berorientasi pasar (market 

economy). Peranan persaingan yang sehat dan adil 

(fair competition), sekaligus mencegah persaingan 

yang tidak sehat (unfair competition) karena 

persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara 

padamonopoli. 

Fairness yang harus diwujudkan pada tataran 

operasional (level playing field) misalnya: (1) adanya 

regulasi dan persaingan sehat; (2) keberpihakan 

dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang 

dilakukansecarakonkrit,terencanadanbertahap;(3) 

kemitraan, misalnya kerja sama yang saling 

menguntungkan; (4) desentralisasi, khususnya 

otonomi daerah yang bertanggung jawab dan 

meningkatkan mobilitas faktor produksi antara 

daerah;(5)penegakanhukumyangkonsisten;dan(6) 

pelayanan jasa umum yang cepat dan murah, 

berdasarkanaturan(ruledbased). 

Regulasi merupakan upaya untuk mencapai 
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tujuan nasional Indonesia dengan memanfaatkan 

mekanisme pasar, karena mekanisme pasar memiliki 

kelemahan yaitu berupa terjadinya kegagalan pasar 

(market failures), maka peran pemerintah tetap 

dibutuhkan. Namun demikian, campur tangan 

pemerintah harus seminimal mungkin (less 

government intervention). Artinya, campur tangan 

pemerintah harus bersifat fleksibel dinamis sesuai 

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat secara 

demokratis. Dewasa ini banyak Negara demokratis 

yang modern melakukan campur tangan terhadap 

ekonomi melalui berbagai instrumen seperti 

kebijakan pajak dan stimulus fiskal, penanaman 

modal secara langsung, dan Undang-Undang untuk 

mencegah  ketimpangan sosial. Masalah 

ketimpangan sosial merupakan salah satu alasan 

penting yang mengharuskan campur tangan 

pemerintah di bidang perekonomian. Secara umum 

tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang 

perekonomianantaralainuntuk: 

1)Menjaminagarkesamaanhakuntuksetiapindividu 

tetapterjagadanpenindasandapatdihindari; 

2) Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan 

berkembangsecarateraturdanstabil; 

3) Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, 

terutama perusahaan-perusahaan yang besar 

yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka 

tidak menjalankan praktik- prektik monopoli yang 

merugikan; 

4) Menyediakan barang bersama yaitu barang- 

barang seperti jalan raya, polisi dan tentara, yang 

penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh 

masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan 

sosial; 

5) Mengawasi agar ekternalitas kegiatan ekonomi 

yang merugikan masyarakat dihindari atau 

dikurangibesarnya(SadonoSukirno,1994:47). 

Tanpa campur tangan pemerintah (dalam 

konteks negara kesejahteraan) maka menurut 

Goodin: 

“under the law of the market, those who are 

dependentcouldandwouldbemercilesslyexploited. 

Economically, you can drive a very hard bargain 

indeed and dependent upon you for satisfaction of 

thatneed.Moraly,howeveryoumustdonotso” 

Penegasan Goodin bahwa dalam aturan 

pasar, para pihak yang bergantung pada pihak yang 

lainnya, akan sangat mudah di eksploitasikan tanpa 

belaskasihansamasekali.Secaraekonomiskitadapat 

saja mengusahakan penawaran yang terbaik 

terhadap siapapun yang membutuhkan dan 

bergantung pada kita untuk meme- nuhi kebutuhan 

tersebut. Namun, secara moral tindakan tersebut 

tidak dapat dibenarkan (Johnny Ibrahim, (2009:140). 

Berkenaandenganhalinilahmakapenga-turandiluar 

kebiasaan pasar (extra market provision) 

dimaksudkan untuk melindungi exploitasi terhadap 

para pihak yang memiliki ketergantungan tersebut, 

sehingga ketergantungan (dependency) itu tidak 

dapatdimanfaat-kanolehpihakyanglebihkuatuntuk 

kepentingannya sendiri, tapi untuk melindungi 

merekayanglemah(pro-tectingthevulnerable). 

Dalam konteks ekonomi campuran (mixed 

economy), Friedmann menguraikan empat fungsi 

negara. Pertama, Negara sebagai penyedia (provider) 

dimana da- lam kapasitas tersebut, dilaksanakan 

upaya-upayauntukmemenuhistandarminimalyang 

diperlukan masyarakat dalam rangaka mengurangi 

dampak pasar bebas yang da- pat merugikan 

masyarakat. Kedua, fungsi Negara sebagai pengatur 

(regulator) untuk menjamin ketertiban agar tidak 

muncul kekacauan, seperti halnya pengaturan di 

bidang investasi agar industri dapat tumbuh dan 

berkembang, pengaturan dan pembatasan terhadap 

ekspor dan impor agar tersedia devisa yang cukup 

guna menunjang kegiatan perdagangan. Ketiga, 

campur tangan langsung dalam perekonomian 

(entrepreneur) melalui BUMN, karena ada bidang 

usaha tertentu yang vital bagi masyarakat, namun 

tidak menguntungkan bagi usaha swasta, atau usaha 

yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan 

umum (public service). Keempat, Negara sebagai 
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pengawas (umpire) yang berkaitan dengan berbagai 

produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan 

keadilan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum 

W.Friedmann,(1971:.3) 

Peter Evans mengategorikan Negara kedalam tiga 

tipe yang didasarkan pada peranan Negara dalam 

pembangunan ekonomi yaitu: the minimal state, the 

de- velopmental state, and the predatory state. 

Sedangkan Denny JA menambahkan lagi satu tipe 

yaitutheregula-torystate.(DennyJA.2006:1-2) 

Konsep the minimal state berasal dari Adam 

Smith, yang menyerahkan sepenuhnya kegiatan 

ekonomi masyarakat pada mekanisme pasar. 

Perananpemerintahdalamhalinihanyabolehterjadi 

dalam skala yang seminimal mungkin. Peranan 

pemerintah yang sangat ketat hanya untuk 

mencegahterjadinyamonopoli,menyediakansarana 

umum dan melaksanakan hokum. Bantuan 

pemerintah hanya dapat dilakukan secara tidak 

langsungdantidakselektif. 

The regulatory state adalah tiep negara yang 

lebih maju dari pada minimal state. Pendukung dari 

konsep tersebut menyatakan bahwa pemerintah 

juga dapat bertanggung jawab terhadap 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Artinya, pemerintah dapat memberikan bantuan 

secara langsung dan bersifat aktif serta sewaktu- 

waktumenjadiselektif.. 

Thedevelopmental state lebih maju dari pada 

the regulatory state. Pada konsep ini pemerintah 

secara langsung mengikuti industri nasional, bahkan 

menjadipemimpindalamindustri(menjadilokomotif 

bisnis).Pemerintahmempunyaiperananpenuhserta 

melakukan manipulasi kebijakan industri 

(memberikan perlindungan, subsidi, pajak yang 

ringan), pinjaman yang murah serta dapat memilih 

masyarakat bisnis secara langsung sesuai dengan 

bisnis yang bersifat strategis. Pandangan dari 

pendekatan ini bersifat terbalik dengan the minimal 

state. Pemerintah mengetahui lebih banyak 

perkembangan  pasar  dan  bagaimana 

menumbuhkanekonominasionalpadatingkattinggi. 

The predatory state, berbeda dari tiga tipe 

negara sebelumnya. “The predatory state is the 

developmental state  without bureaucratic 

competence”. Pada konsep ini  pemerintah 

melakukanintervensikepadapelakuusaha.Intervensi 

pemerintah tidak didasarkan pada kemampuan 

teknis pelaku usaha atau keahliannya, tetapi 

didasarkanpadanepotismedankorupsi. 

Kondisi Indonesia dalam hal campur tangan Negara 

terhadap jalannya perekonomian mengalami sejarah 

yang berbeda-beda dari kepemimpinan Negara yang 

satukekepemimpinanNegarayanglainnya.Sekarang 

ini, negara melalui Departemen Perdagangan dan 

Industri berperan atas nama Negara mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan untuk mendorong 

perkembangan perekonomian dalam skala makro 

dan mikro. Dalam hal persaingan usaha, peranan 

Negara dilakukan melalui Komisi Pengawas 

PersainganUsaha(KPPU). 

Selainmemilikikewenanganyangmenyerupai 

lembaga yudikatif (lembaga peradilan), KPPU juga 

memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga 

legislatif daneksekutif. Kepanjangantangan Negara di 

dalamKPPUtercerminpadakewenanganKPPUyang 

menyerupai lembaga legislatif, karena KPPU dapat 

membuat peratur- an-peraturan yang tidak hanya 

berlakuinternal (Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 

75 Tahun 1999), namun juga pengaturan eksternal 

yang mengikat kepada publik. Misalnya prosedur 

penyampaianlaporandanpenangananperkara yang 

diajukankepada KPPUmaupunpengaturanlainyang 

bersifat mengikat. Pasal 38 ayat (4) Undang- Undang 

No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tata cara 

penyampaian laporan sebagaimana diatur oleh 

dalam ayat(1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh 

komisi. 

Dalam era pasar bebas sekarang hukum 

diharap- kan dapat menciptakan efisiensi dalam 

transaksi perdagangan dan memberikan 

perlindungan  hukum.  Sebagaimana  dikutip 
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Muhammad Syarif, (2002: 146), ekonom Douglass 

Northmenyatakan: 

“Economicpolicyconsistsofchoosingthoselegalrules, 

procedures and administrative structures which wil 

maxi-mizethevalueofproduction.Thestatecanlower 

the costs of transaction through the development of 

an impersonal body of law enforcement. Since the 

development of law is a public good, there are 

important scale economis associated with it if a body 

of law exists, negotiation an enforcement costs are 

substantially reduced since the basic rules of ex- 

changearealreadyspelledout”. 

Tetapi, selain kebijakan ekonomi dan ketentuan 

hukum, analisis ekonomi juga memiliki pengaruh 

besar terhadap upaya penegakan antitrust law. 

Rosenfield misalnya mentatakan: “Economic analysis 

playsamayorruleineveryareaofantitrustlaw” 

1.2. IdentifikasiMasalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana 

diuraikan di atas, penulis berpandangan bahwa 

“pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki kaitan 

erat dengan penegakan hukum terhadap persaingan 

usaha di Indonesia. Masalah tersebut dapat diuraikan 

melaluipertanyaan-pertanyaansebagaiberikut: 

1) Apakah penegakan hukum di Indonesia dapat 

menjamin terjadinya persaingan usaha yang 

sehat? 

2) Mengapa penegakan hukum saat ini belum 

dapat menjamin terwujudnya peningkatan 

pertumbuhanekonomi? 

3) Bagaimana konsep penegakan hukum di 

Indonesia yang dapat terwujudnya persaingan 

usaha yang berdampak pada meningkatkan 

pertumbuhanekonominasional. 

1.3. TujuanPenelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud: 

Pertama, untuk memahami seluk beluk ‘pengaruh 

penegakan hukum’ pada persaingan usaha dalam 

perekonomian di Indonesia. Kedua, untuk 

mengetahui akar masalah mengapa upaya 

‘penegakan hukum’ dalam perekonomian di 

Indonesia sejauh ini belum bisa menciptakan iklim 

persaingan usaha yang sehat. Ketiga, untuk 

menemukan solusi terbaik dalam rupa 

pemikiran/gagasan alternatif demi penyempurnaan 

regulasi dan ‘penegakan hukum’ pada persaingan 

usaha di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhanekonomidiIndonesia. 

1.4. KegunaanPenelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dua kegunaan yakni kegunaan teoritis dan 

kegunaanpraktis,yakni: 

1.4.1. Kegunaanteoritis: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan acuan bagi lembaga-lembaga atau 

pihak-pihak yang berminat melakukan 

penelitianlanjutan tentang masalah upaya 

hukum penegakan hukum dalam rangka 

mewujudkan persaingan usaha dalam 

menciptakanpertumbuhanekonomiyang 

berkeadilan. 

2) Hasil penelitian kiranya dapat berguna 

sebagai bahan literatur dalam rangka 

pemahamanteoritikpengaruhpenegakan 

hukum pada persaingan usaha dalam 

meningkatkanpertumbuhanekonomi. 

1.4.2. KegunaanPraktis: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi oleh para praktisi ekonomi, praktisi 

politik ekonomi, praktisi hukum, sehingga 

mereka dapat menjalankan peran dan fungsi 

sebagaimanamestinya, demi terwujudkan 

penegakan hukum, khususnya upaya 

‘penegakan hukum persaingan usaha’ yang 

sehat dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhanekonomiyangberkeadilan. 

2) Penelitianini juga berguna untuk memberikan 

pemahaman pentingnya penegakan hukum 

pada pelaku ekonomi bahwa penegakan 

hukum kebenaran harus tetap diperjuangkan 

melalui upaya-upaya hukum yang benar 

sesuaiketentuanhukumyangberlaku. 
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1.5 KerangkaPemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai 

“analisis” dalam penelitian ini meliputi: teori 

penegakan hukum (law enforcement) sebagai grand 

theory; persaingan bisnis (business competition) 

sebagai middle range theory; dan teori pertumbuhan 

ekonomi(economicgrowth)sebagaiappliedtheory. 

II.TINJAUANTEORITIS 

2.1  GrandTheory:TeoriPenegakanHukum 

Pakar hukum berkebangsaan Amerika Serikat 

yang sangatterkenal denganteori penegakanhukum 

(law enforcement theory) ialah Lawrence M 

Friedman. Menurut Freidman, berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada: Substansi 

Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan 

BudayaHukum. 

Substansi hukum adalah keseluruhan asas- 

hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan. Struktur hukum adalah keseluruhan 

institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi 

mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; 

kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor 

pengacara dengan para pengacaranya, dan 

pengadilan dengan para hakimnya. Sementara, 

budaya hukum, adalah kebiasaan-kebiasaan, opini- 

opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para 

penegak hukum maupun dari warga masyarakat. 

Menurutdia,substansidanaparaturhukumsajatidak 

cukup untuk berjalannya sistem hukum. Sistem 

hukum akan berjalan baik jika didukung oleh suatu 

budayahukum(legalculture)yangtinggi. 

Pada hakekatnya, sistem dan penegakan 

hukum mempunyai hubungan yang erat dan timbal 

balik dengan pembangunan ekonomi. Sunaryati 

Hartono menyatakan: “... pembaharuan dasar-dasar 

pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan 

menentukan dasar-dasar sistem hukum, maka 

penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan 

memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang 

dikehendaki, tetapi sebaliknya, penegakan asas-asas 

hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat 

terciptanya struktur ekonomi yang di cita- citakan” 

(SunaryatiHartono,1982:6-7). 

Pada kesempatan lain Sunaryati juga 

menyebutkan bahwa globalisasi dan liberalisasi 

ekonomiduniamempunyaiakibatterhadapekonomi 

nasional, peme- rintahan dan sistem hukum, juga 

menimbang peraturan- peraturan internasional, 

hukum asing, praktik-praktik bisnis, sebelum mereka 

dapat menetapkan dan memformulasikan kebijakan 

dan strateginya yang selanjutnya membangun 

hukum dan peraturan-peraturan (Sunaryati Hartono 

,2000) 

Menurut Ismail Saleh, hukum merupakan 

salah satu bidang yang perlu dibangun untuk 

memperkokoh bangsa Indonesia di dalam 

menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, 

teknologidanseniyangsangatpesat.Masalahhukum 

bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi 

berkaitan erat dengan masalah- masalah 

kemasyarakatan lainnya. Disebutkan bahwa: 

“Memang benar ekonomi merupakan tulang 

punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang 

benarbahwailmupengetahuandanteknologiadalah 

tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, 

namun tidak dapat disangkal bahwa hukum 

merupakanpranatayangpadaakhirnyamenentukan 

bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut 

dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan 

sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan 

masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat membawa 

kebahagiaan mempunyai hubungan yang erat dan 

timbal balik dengan pembangunan ekonomi. 

Sunaryati Hartono menyatakan: “... pembaharuan 

dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut 

mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem 

hukum, maka penegakan asas-asas hukum yang 

sesuai juga akan memperlancar terbentuknya 

strukturekonomiyangdikehendaki,tetapisebaliknya, 

penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru 
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akan menghambat terciptanya struktur ekonomi 

yangdicita-citakan”(SunaryatiHartono,1982:6-7). 

Pada kesempatan lain Sunaryati juga 

menyebutkan bahwa globalisasi dan liberalisasi 

ekonomiduniamempunyaiakibatterhadapekonomi 

nasional, peme- rintahan dan sistem hukum, juga 

menimbang peraturan- peraturan internasional, 

hukum asing, praktik-praktik bisnis, sebelum mereka 

dapat menetapkan dan memformulasikan kebijakan 

dan strateginya yang selanjutnya membangun 

hukum dan peraturan- peraturan (Sunaryati Hartono 

,2000) Menurut Ismail Saleh, hukum merupakan 

salah satu bidang yang perlu dibangun untuk 

memperkokoh bangsa Indonesia di dalam 

menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, 

teknologidanseniyangsangatpesat.Masalahhukum 

bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi 

berkaitan erat dengan masalah- masalah 

kemasyarakatan lainnya. Disebutkan bahwa: 

“Memang benar ekonomi merupakan tulang 

punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang 

benarbahwailmupengetahuandanteknologiadalah 

tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, 

namun tidak dapat disangkal bahwa hukum 

merupakanpranatayangpadaakhirnyamenentukan 

bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut 

dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan 

sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan 

masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat membawa 

kebahagiaan bagi rakyat banyak” (Johannes Ibrahim 

danLindawatySewu,2004:24). 

Pakar hukum Indonesia yang lain seperti 

Ahmad Ali menyatakan bahwa konstruksi relasi 

hukum dan ekonomi tidak hanya terwujud 

pengaturanhukumterhadapaktivitasperekonomian, 

melainkan juga kekuatan yang saling mempengaruhi 

diantara keduanya. Pada titik ini sekali lagi kita perlu 

memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak 

otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan saling 

mempengaruhi dengan sektor-sektor non hukum 

termasukekonomi(AhmadAli,2002:70). 

Douglass C. North menyatakan, kunci 

memahami peranan hukum dalam 

mengembangkan atau bahkan menekan 

pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman 

konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya 

transaksi. Transaction cost dalam hal ini adalah biaya- 

biaya non produktif yang harus ditanggung untuk 

mencapai suatu transaksi ekonomi. Secara lebih 

spesifikterdapatduakomponendasarbiayatransaksi 

yangmencakup:1)ongkosuntukmenggunakanpasar 

(mar- ket transaction cost); dan 2) biaya melakukan 

hak untuk memberikan pesanan (orders) di dalam 

perusahaan (managerial transaction cost) (Adi 

SulistiyonodanMuhammadRustamaji,2009:19). 

Peranan lain dari hukum yang sangat penting 

da- lam kehidupan ekonomi ialah kemampuannya 

untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam 

hubungan antar manusia di dalam masyarakat. 

Menurut studi yang dila-kukan oleh Burg’s mengenai 

hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur 

yang harus dikembangkan supaya hukum tidak 

menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (sta- bility), 

prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendi- 

dikan (education) dan pengembangan khusus dari 

sarjana hukum (the special development abilities of 

the lawyer) (Adi Sulistiyono dan Muhammad 

Rustamaji,2009:20). 

J.D. Ny. Hart mengemukakan konsep hukum 

sebagai dasar pembangunan, dengan menyatakan 

ada enam konsep dalam ilmu hukum yang 

mempunyai pengaruh bagi pengembangan 

kehidupan ekonomi yaitu (Adi Sulistiyono dan 

MuhammadRustamaji,2009:20-21). 

1) Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai 

kemampuan untuk memberikan gambaran pasti 

di masa depan mengenai keadaan atau 

hubungan- hubungan yang dilakukan pada masa 

sekarang. 

2)  Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang 

hukum acara memungkinkan hukum material itu 
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dapatmerealisasikandirinyadenganbaikkedalam 

pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya 

ketentuan-ketentuan hukum perundang- 

undangan, melainkan juga semua prosedur 

penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang 

bersengketa. 

3) Kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan 

dapat dilihat sebagai kodifikasi tujuan serta 

maksud sebagaimana dikehendaki oleh Negara. 

Misalnya di bidang ekonomi, kita akan dapat 

menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan 

di dalam beberapa perundang-undangan yang 

secara langsung atau tidak langsung mempunyai 

pengaruhterhadapbidangperekonomian. 

4)  Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat 

menjadi kekuatan yang memberikan 

keseimbang- an di antara nilai-nilai yang 

bertentangan di dalam masyarakat. Sistem 

hukum memberikan “kesadar- an akan 

keseimbangan” dalam usaha-usaha Negara 

melakukanpembangunanekonomi. 

5)  Akomodasi, dengan terjadinya perubahan terha- 

dap nilai-nilai keseimbangan antara individu, 

sistem hukum dapat melakukan pemulihan 

terhadap kegoncangan dengan memberikan 

pegangan kepastian melalui perumusan- 

perumusan yang jelas dan definitif, membuka 

kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui 

proseduryangtertibdansebagainya. 

6) Definisi dan kejernihan tentang status. Di samping 

fungsi hukum yantg memberikan prediktabilitas, 

dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga 

memberikan ketegasan mengenai status orang- 

orangdanbarang-barangdimasyarakat. 

Di sisi lain dalam pemikiran versi realisme 

Amerika dikatakan bahwa ada banyak faktor non 

hukumyangmempengaruhihukumitu.Sebagaifigur 

dari legal realisme di Amerika adalah Oliver Wendell 

Holmesyangakhirabad19mengembangkanhukum 

tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan (Richad A. 

Posner,2000:2). Akan tetapi ada pendekatan baru 

yang dilakukan terhadap hukum dengan menitik 

beratkan pada satu faktor non hukum saja, yaitu 

melalui  pendekatan ekonomi. Perkembangan 

hukum dan ekonomi sedikit memperlihatkan ke 

realisme hukum. Sebagai tokoh pionir dalam 

penerapan ekonomi terhadap hukum adalah Donal 

TurnerdanGuidoCalabresi(RichadA.Posner,2000:3). 

Posner salah seorang dari penganjur 

pendekatan ekonomi terhadap hukum menyatakan 

“It is true that anthropologists, psychologist, political 

scientists and other social scientist besides economist 

also do positive analysis of the legal system but their 

work is thus far in sufficiently rich in theoretical and 

empiricalcontenttoaf-fordseriouscompetitiontothe 

economist……… these fields have produced neither 

systematic, empirical research on le- gal system, nor 

plausible, coherent and empirically veriable.” (Johnny 

Ibrahim2006:56). 

Pengamatan lebih khusus dilakukan oleh 

Cooter dan Ulen dengan menegaskan bahwa 

interaksi antara para ahli hukum dan ahli ekonomi 

telah melahirkan kebijakan pengaturan hukum 

persaingan (antitrust) dan berbagai pengaturan 

kebijakan ekonomi negara. Lebih lanjut keduanya 

berpendapat bahwa analisis ekonomi terhadap 

hukum adalah suatu mata pelajaran interdisipli- ner 

yang bukan saja menarik bagi para peminat hukum 

danekonomi,tetapijugabagiparapeminatkebijakan 

public (public policy) (Johnny Ibrahim 2006: 57). Pada 

tempat yang terpisah Cooter dan Ulen (2004:1) 

menye- butkan:“Sampai saat ini, hukum membatasi 

penggunaan ekonomi ke bidang hukum antitrust, 

industri yang diatur, pajak, dan penentuan kerusakan 

moneter”. Sementara, Areeda dan Kaplow (1988:5) 

menyebutkan bahwa pengawasan kekuatan 

ekonomiswastadilakukanmelaluihukumantitrust. 

Hubungan timbal balik antara 

sistem/penegakan hukum dan pembangunan 

ekonomi,jugadibuktikanmelaluistudiTay-ChengMa. 

Untuk mengidentifikasi pengaruh undang-undang 

persaingan  terhadap  pertum-  buhan 
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produktivitas,Tay-Cheng Ma melakukan studi lintas 

negara menggunakan sampel dari 101 negara yang 

mem- berlakukan undang-undang persaingan. Bukti 

menun- jukkan bahwa efeknya menunjukkan pola 

asimetris tergantung pada tahap perkembangan 

masing-masing negara. Bagi negara-negara miskin 

yang kurang maju (LDC) yang kerangka 

institusionalnya tidak dapat melebihi ambang batas, 

undang-undangpersainganmemilikiefekyangsangat 

terbatas pada perubahan kegiatan ekonomi. Artinya, 

undang-undangnya tidak menimbulkan dampak 

yang berbahaya maupun dampak yang membantu 

persaingan pasar atau pertumbuhan ekonomi. Pada 

negara-negara maju (DC) dan LDC berpendapatan 

menengah, meskipun kerangka kelemba- gaan 

mereka telah melewati ambang batas, pengaruh 

undang-undang persaingan terhadap pertumbuhan 

masih tergantung pada efisiensi penegakan hukum 

pemerintah. Tanpa skema penegakan yang efisien, 

hukum persaingan yang lebih kuat tidak hanya tidak 

dapatmendukungpertumbuhanproduktivitas,tetapi 

mungkin juga memperlambat jalur pertumbuhan 

potensial.1 

2. .2.MiddleRangeTheory:TeoriPersainganBisnis 

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang 

sering muncul dalam berbagai literatur yang 

menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.2 

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu 

competion yang artinya persaingan itu sendiri atau 

kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. 

Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan 

atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara 

independen berusaha mendapatkan konsumen 

denganmenawarkanhargayangbaikdengankualitas 

barangataujasayangbaikpula. 

Menurut kamus manajemen, persaingan 

didefinisi- kan sebagai usaha-usaha dari dua pihak 

atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat 

“memperoleh pesanan” dengan menawarkan 

harga/syarat yang paling menguntungkan. 

Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk 

pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan 

kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.3 

Menurut Adam Smith dalam The Wealth of Na- 

tions (1776), persaingan akan mendorong alokasi 

faktor produksi ke arah penggunaan yang paling 

bernilai tinggi dan efisien4 Persaingan mendorong 

para penjual yang sama-sama berusaha 

mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan 

jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha 

mengungguli persaingan dengan membedakan 

harga,produk,distribusidanpromosi. 

Persaingan bisnis terdiri dari: a). Persaingan 

sehat (healthy competition) adalah persaingan 

antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis 

yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan 

tindakan yang tidak layak dan cenderung 

mengedepankan etika-etika bisnis. b). Persaingan 

gorok leher (cut throat competition). Persaingan ini 

merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, 

dimana terjadi perebutan pasar antara beberapa 

pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada 

menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan 

lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan 

salah satunya menjual barang di bawah harga yang 

berlakudipasar.5 

Untuk memenangkan persaingan, sebuah 

entitas bisnis (perusahaan) atau sebuah negara 

perlu meningkat- kan daya saingnya. Para pakar 

bisnis memiliki pendapat yang beragam tentang 

definisis daya saing perusahaan. Adamkiewicz- 

Drwio [2002] misalnya mengartikan daya saing 

perusahaan sebagai kemampauan perusahaan 

untuk mengadaptasi produknya ke pasar dan 

persyaratan persaingan, terutama dalam hal 

jangkauan produk, kualitas, harga serta saluran 
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penjualan yang optimal dan metode promosi. 

Altomonte dkk. [2012] memahami daya saing 

eksternal atau internasional adalah kemampu- an 

untukmenukarbarangdanlayananyangberlimpah 

di negara asal untuk barang dan jasa yang langka di 

negeri ini. Bagi Ajitabh, Momaya [2004] daya saing 

suatu perusahaan adalah bagiannya di pasar yang 

kompetitif. Sementara, menurut Barker, Köhler 

[1998] daya saing negara adalah sejauh mana ia 

dapat, di bawah kebebasan dan keadilan kondisi 

pasar, menghasilkan barang atau jasa yang 

memenuhi ujian internasional pasar, sambil 

mempertahankandanmemperluaspendapatanriil 

penduduknyadalamjangkapanjang. 

Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa 

para pakar memandang daya saing sebagai teori 

yang multi- dimensional dan konsep relatif yang 

terkait dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu di 

sini disajikan analisis definisi, konsep dapat merujuk 

pada tingkat agregasi yang berbeda: supranasional, 

nasional, regional, lokal, industri,sektoral, serta 

perusahaanindividu. 

Dalamkenyataanya,padaumumnyaentitas 

terbaik yang mampu menghadapi dan berhasil 

memenangkan persaingan pasar. Tetapi di pasar, 

secara bersamaan ditemukan ada agen ekonomi 

yang sangat mampu, sedang dan kurang mampu 

bersaing. Makanya tampaknya gagasan tentang 

persainganseharusnyadidefinisikansebagaisatuset 

karakteristik dari satu objek sehubungan dengan 

objek yang sebanding (benchmark) di pasar. Selain 

itu, ‘daya saing’ mengungkapkan dirinya sebagai 

istilahyangmembingungkanyangseringdigunakan 

hampir secara bergantian dengan konsep lain 

sepertiproduktivitas,inovasiataupangsapasar. 

Untuk mendapat gambaran yang lebihjelas ten-tang 

konsep persaingan dan daya bisnis/ekonomi berikut 

ini ditampilkan tabel ringkasan pandangan beberapa 

ahli, mulai dari mereka yang mempertimbangkan 

daya saing suatu negara dari perspektif makro, ke 

mereka yang berkonsentrasi pada perusahaan, yaitu 

melihatdayasaingdalamhalmikro-ekonomi. 

Pendekatan klasik berfokus terutama pada 

daya saing di tingkat makro (internasional, negara, 

regional), sedangkan pendekatan neoklasik, masing- 

masing, pada tingkat mikro. Upaya pertama untuk 

menjelaskan alasan mengapa negara-negara terlibat 

secara bebas di internasional perdagangan berasal 

dari teori keunggulan mutlak Adam Smith yang 

dikembangkan pada 1776.Ada juga banyak konsep 

modern dan teori daya saing, yang termasuk, 

khususnya, pandangan Paul Krugman (teori geografi 

ekonomi baru) dan Michael Porter (teori 

manajemen). 

Pendekatan tingkat makro terhadap daya saing 

sangat sering merujuk pada perdagangan 

internasional dan keunggulan komparatif bangsa 

dalam produksi komoditas tertentu yang merupakan 

subyek perdagang- an luar negeri. Ada juga 

seperangkat teori dan konsep yang secara langsung 

membahas hubunganantara daya saing dan struktur 

pasar (persaingan sempurna, oligopoli, monopoli). Ini 

adalah pendekatan klasik di mana perjuangan 

kompetitif di pasar merupakan indikator posisi 

kompetitif dari masing-masing pemain. Selain itu, ada 

teoridayasaingtunggalyangmengadvokasiintervensi 

Tabel1:RingkasanKonsep/TeoritentangDaya 
Saing 
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negara di pasar. Sebagian besar teori daya saing 

berpendapatbahwaposisidayasaingnegara,wilayah 

dan perusahaan apa pun ditentukan oleh 

produktivitasnya, di satu sisi, dianggap sebagai 

penentuutamadayasaing,dan,disisilain,disamakan 

dengan daya saing. Suatu pendekatan yang 

menginspirasi terhadap daya saing ditawarkan oleh 

Joseph Schumpeter dalam teorinya tentang 

wirausahawan dan inovasi yang menyatakan bahwa 

hanya kemampuan untuk menciptakan inovasi dan 

aktivitas wirausaha pemilik yang menentukan 

keunggulankompetitifperusahaan. 

Teori permainan John von Neumann dan 

Oskar Morgenstern juga berkontri- busi pada 

pengembangan teori daya saing, dengan memberi 

penekanan pada persaingan pasar sebagai 

permainangame.Dibawahpendekatanasliini,ketika 

melihat dari perspektif semua pemaindi pasar, untuk 

berperilaku rasional berarti bekerja sama, sedangkan 

untuk pemain tunggal menjadi rasional adalah 

menahandiridarikerjasama. 

Dari sejumlah konsep/teori yang dipaparkan 

melalui tabel di atas, tampaknya yang paling 

berpengaruhdanmenonjolyakni:KonsepTanganTak 

Terlihat Adam Smith, Konsep KeunggulanKomparatif 

David Ricardo, Teori Kewirausahaan dan Inovasi ala 

Schumpeter, Teori Daya Saing ala Porter, dan Konsep 

Daya Saing ala Krugman. Dua yang pertama 

menjelaskan sistem perdagangan internasional 

berdasarkan prinsip keunggulan (mutlak dan 

komparatif). Fokus utama Schumpeter ditujukan 

untuk kegiatan inovatif sebagai penentu utama daya 

saing. Krugman berkontribusi pada teori daya saing 

tidak hanya dengan menunjukkan relevansi 

produktivitas untuk keunggulan kompetitif bangsa 

dalam perdagangan internasional dan meningkatkan 

standar hidup penduduk, tetapi juga dengan 

mempertimbangkan (mencela) rasa perdebatan 

tentangdayasaingantarnegara. 

Promosi pertumbuhan produktivitas suatu 

nega- ra, melalui peningkatan daya saing, perlu 

mengambil fokus pada sifat alami dari proses-proses 

tersebut. Oleh kare- na itu, pendekatan teoritis 

tentang daya saing seharusnya difokuskan ke teori 

daya saing pada tingkat perusahaan sebagaimana 

diperkenalkan oleh Buckley et al. [1988], Man et al. 

[2002],danAjitabhdanMomaya[2004]. 

Buckley, Pass dan Prescott [1992] 

mengkonsep- tualisasikan model untuk daya saing 

perusahaan yang ter- diri dari tiga dimensi yang saling 

terkait (ukuran daya saing), yaitu kinerja kompetitif, 

potensi kompetitif, dan proses kompetitif. Kompetitif 

potensimengacupadasum-berdayayangdigunakan 
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untuk menghasilkan (superior) kinerja, sementara 

kinerja kompetitif adalah hasil kinerja relatif terhadap 

pesaing. Kompetitif proses berhubungan dengan 

manajemen(administrasi)perusahaan. 

AjitabhdanMomaya[2004]fokuspadasumberdaya 

saing utama di tingkat perusahaan dan mengklasi- 

fikasikan literatur terkait daya saing dalam kerangka 

kinerja proses aset (the asset-processes- 

performance/APP). Pendekatan mereka mencakup 

dualevelstrategis:asetdankinerja,danproses.Penulis 

menyarankan bahwa daya saing perusahaan 

tergantung pada kombinasi aset berwujud dan tidak 

berwujud (misalnya sumber daya manusia, input 

material, infrastruktur industri, teknologi, reputasi, 

merek dagang) dan proses dalam organisasi, yang 

bersama-sama memberikan keunggulan kompetitif 

dan dapat disebut sebagai sumber daya saing. Proses 

daya saing termasuk yang membantu 

mengidentifikasi pentingnya dan kinerja proses inti, 

seperti proses manajemen strategis, proses sumber 

daya manusia, proses manajemen operasi, dan 

proses manajemen teknologi. Kinerja kompetitif 

tercermin dalam produktivitas, kualitas, biaya, dan 

keuangan, teknologi dan kinerja internasional. Model 

APP dapat membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi dan mengejar tindakan yang 

berguna, jika korelasi antara faktor daya saing yang 

berbedasecaraakuratditetapkan. 

Man, Lau dan Chan [2002] telah 

mengembangkan kerangka teoritis untuk daya saing 

usaha kecil dan menengah (UKM) dengan 

memanfaatkan konsep daya saing pada tingkat 

perusahaan. Mereka berpendapat bahwa UKM 

bukan merupakan versi skala kecil dari perusahaan 

besar.Dengandemikian,karenaduajenisperusahaan 

berbeda dalam hal struktur organisasi mereka, 

tanggapan terhadap lingkungan, gaya manajerial dan 

cara-cara bersaing dengan perusahaan lain, analisis 

daya saing yang terkait dengan perusahaan besar 

tidakdapatditerapkansecaralangsungkeUKM.Man, 

Lau dan Chan membedakan tiga determinan kunci 

dari daya saing UKM: faktor-faktor spesifik 

perusahaan atau in- ternal, lingkungan eksternal, dan 

aktivitas wirausahawan yang terakhir khusus untuk 

UKM. Faktor-faktor penentu ini, pada gilirannya, 

berdampakpadakinerjajangkapanjangperusahaan. 

Faktor internal mencakup keuangan, sumber 

daya manusia dan teknologi, produktivitas, inovasi, 

kualitas, produktivitas, struktur organisasi dan sistem, 

citradanreputasi,budaya,variasiproduk,danlayanan 

pelanggan. Faktor kewirausahaan (atribut 

pengusaha), seperti, misalnya, pengalaman, 

pengetahuan, keterampilan dan orientasi tujuan, 

dianggap oleh penulis sebagai yang pal- ing penting 

untuk daya saing UKM. Singkatnya, model Man etal. 

mempertimbangkan tiga dimensi daya saing 

perusahaan (potensi, proses, kinerja) di samping 

empat atribut (orientasi jangka panjang, 

pengendalian, relativitas,dinamisme). Dimensi proses 

mencakup kompetensi kewirausahaan sementara 

dimensi potensial melibatkan lingkup kompetitif dan 

kemampuan organisasi. Model ini menunjukkan 

bahwa untuk mencapai daya saing jangka panjang 

UKM, pengambil keputusan harus fokus pada 

pengembangan kompetensi kewirausahaan yang 

menga- cu pada keterampilan manajerial dan 

kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya 

danuntukmemanfaatkanpeluang. 

Untuk menjaga persaingan antara pelaku 

bisnis, maka pemerintah Indonesia menerbitkan 

Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk 

meningkatkan alokasi sumber-sumber daya secara 

lebih efisien. Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder 

Undang-Undang anti monopoli yang ingin dicapai 

melalui sistem persaingan yang bebas dan adil: 

kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang 

efisien(hurufadand),tujuan-tujuanyangmanatelah 

disebutkan dalam huruf a dan b bagian pembukaan., 

sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir 

tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang 

danjasayangoptimalbagiparakonsumen. 

Menurutteoripersainganusahayangmodern,proses 
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persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut 

dengan cara memaksa alokasi faktor dengan cara 

ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling 

efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian 

kapasitas produksi dengan metode produksi dan 

struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan 

barang dan jasa dengan kepentingan konsumen 

(fungsi pengatur persaingan usaha), dengan 

menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal , 

kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil 

(fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan 

menyalurkan pendapat menurut kinerja pasar 

berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi) 

(Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 

(2009:17). 

Persainganyangsehatdanwajarakanmencip- 

takan efisiensi usaha yang secara langsung 

memperbaiki struktur harga dan pada akhirnya akan 

memunculkan alternatif produksi barang dan/atau 

jasa tertentu bagi konsumen. Sebaliknya persaingan 

yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan 

kekuatan ekonomi, mengaki- batkan dikuasainya 

sektor produksi dan/atau distribusi atas barang 

dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu, sehingga 

merugikan kepentingan umum, serta berten- tangan 

dengan cita-cita keadilan sosial. (A.M.Tri Anggraini, 

2003:6). 

Dalam penegakan hukum persaingan usaha, 

tidak asing lagi dimanapun dikenal dengan 

pendekatan per se ilegal dan rule of reason. Dalam 

pendekatanperseilegal,dinyatakansetiapperjanjian 

atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa 

pembuktian lebih lanjut atas dampak yang 

ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha 

tersebut. Pendekatan per se illegal tidak diperlukan 

analisis ekonomi mengenai apakah tindakan pelaku 

usaha telah menghambat persaingan. Hal yang perlu 

dibuktikan, apakah telah terjadi suatu perjanjian yang 

dilarang. Pembuktiannya tidak harus adanya 

perjanjian tertulis, tetapi cukup dengan terjadinya 

kesepakatan lisan atau kecenderungan adanya 

kesepakatan. Namun, dalam penerapan pendekatan 

rule of reason adalah pendekatan yang digunakan 

oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk 

membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau 

kegiatantersebutbersifatmenghambatataumendu- 

kungpersaingan. 

Pada pendekatan rule of reason diperlukan 

analisis ekonomi untuk mengetahui apakah 

perbuatan tersebut menghambat atau mendorong 

persaingan.Dalamhalini,teorianalisisekonomidalam 

hukumdapatditerapkan 

A.M. Tri Anggraini, (2003:10). Keunggulan rule of 

reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk 

mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti 

apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki 

implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain, 

suatu tindakan dianggap menghambat persaingan 

atau mendorong persaingan sebagaimana 

dinyatakan oleh Robert H. Bork, ditentukan 

oleh:”…economic values, that is, with the 

maximization of consumer want satisfaction through 

the most efficient allocation and use resources…” 

(A.M.TriAnggraini,2005:9). 

Kajian dari ilmu ekonomi dalam rangka 

penega- kan hukum persaingan telah lama muncul 

dalam sistem hukum common law. Doktrin penting 

dari tradisi com- mon law pada tahun 1711 adalah 

pada saat hakim dalam perkara Mitchel v Reynolds 

memutuskan bahwa tidak semua perjanjian yang 

menghalangi perdagangan melanggar hukum, tetapi 

hanya perjanjian yang tidak masuk akal. Doktrin ini 

yang kemudian menjadi terkenal sebagai doktrin rule 

of reason dan mengakar kuat dalam tradisi common 

law. Walaupun pada periode awal diberla- kukannya 

Sherman Act belum ada putusan hakim yang 

menggunakan doktrin rule of reason, namun dalam 

putusan perkara yang penting (landmark decision) 

antara standard oil v United States, Hakim Agung 

White menggunakan doktrin ini sebagai dasar 

keputusannya(JohnnyIbrahim,2006:138). 

Secara garis besar analisis ekonomi atas 
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hukum menerapkan pendekatannya untuk 

memberikan sum- bangan pikiran atas dua 

permasalahan dasar mengenai aturan- aturan 

hukum, yakni analisis yang bersifat ‘posi- tive’ atau 

‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa 

pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah 

laku orang yang bersangkutan (the identification of 

the effects of legal rule); dan analisis yang bersifat 

‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah 

pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan 

keinginanmasyara-kat(thesocialdesirabilityofalegal 

rule). Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi atas 

hukum terhadap dua permasalahan dasar 

tersebutadalah pendekatan yang biasa dipakai dalam 

analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan 

tingkah laku, baik manusia secara perora- ngan 

maupunperusahaan-perusahaan,yangberwawasan 

ke depan (forward looking) dan rasional, serta 

mengadop- si kerangka kesejahteraan ekonomi 

untuk menguji keinginan masyarakat (Peri Umar 

Farouk,2010:1-2) 

Perkembangan sekarang, analisis ekonomi atas 

hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar 

tersebut, namun meluas pada setiap penggunaan 

prinsip- prinsip ekonomi terhadap permasalahan- 

permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini 

dapatdilihatdaripengertianEconomicAnalysisofLaw 

yang diberikan oleh Williamand Mary School of Law 

dalamensiklopediaonlinenyamenyebutkan: 

“A study of many applications of economic 

reasoning to problems of law and public policy 

including economic regulation of business; antitrust 

enforcement; and more basic areas such as property 

rights, tort andcontract law and remedies andcivil or 

criminal procedures. No particular background in 

economicsisrequired;relevaneconomiccon-ceptswil 

developed throught analysis of various legal appli- 

cation.”(PeriUmarFarouk,2010:2): 

Konsep atas pendekatan ekonomi terhadap hu- kum 

jugadiberikanolehTheeKianWie,yangmenekankan 

perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam 

implemen- tasi UU No.5/1999 dengan 

mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, 

persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market 

division, merger, cross-shareholding dan sebagainya 

(PeriUmarFarouk,2010:2). 

Keberadaanhukumpersainganusahadilhami 

oleh konsep ilmu ekonomi. Mayoritas ketentuan 

dalam hukum persaingan memasukkan konsep ilmu 

ekonomi, mengingat hakekat dari hukum persaingan 

adalah efisiensi untuk menuju kesejahteraan 

masyarakat. Konsep dari ilmu ekonomi tersebut 

khususnya ilmu ekonomi industri adalah diantaranya 

monopoli,monopsoni oligopol,oligopsoni,konspirasi, 

boikot, diskriminasi harga, persekongkolan, 

pembagian wilayah, integrasi vertikal, integrasi 

horizontal, merger, kekuatan pasar dan sebagainya. 

Dengan demikian dalam penegakan hukum 

persainganusaha,khususnyamelaluipendekatanper 

se ilegal tidak lagi dibutuhkan analisis ekonomi dalam 

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha, oleh 

karenaperaturan yang akan diterapkan tersebut 

didalamnya telah mengandung muatan yang bersifat 

ekonomis. Semua pengaturan tentang persaingan 

usaha dalam peraturan perundang- undangan, 

demikian juga terhadap penegakan hukum 

persainganadalahmenujukepadaidealisasidaripasar 

persaingan sempurna, sekalipun hal itu sangat sulit 

dicapai. 

Adapunciri-ciriperekonomianyangmenganutsistem 

pasar bebas dalam suatu struktur pasar persaingan 

sempurna (perfect competition) oleh Gellhorn dan 

Kovacicdigambarkan sebagai berikut (Ernest Gellhorn 

andWilliamE.Kovaci,1994:53): 

1) Therearemanybuyerandsellers. 

2) The quantity of the market’s products bought by 

anybuyerorsoldbyanysellerissosmalrelativeto 

the total quantity traded that changesin these 

quantitiesleavemarketpricesunaf-fected. 

3) The product is homogeneous; no buyer has rea- 

sontopreferaparticularsellerandviceversa. 

4) All buyers and sellers have perfect information 
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about market prices and the nature of the goods 

sold. 

5) There is complet freedom of entry into an exit out 

ofthemarket. 

Dalam pasar persaingan sempurna ada 

beberapa hal yang mungkin sangat sulit dicapai oleh 

setiappasar,terutamaciriketigadankeempat.Sangat 

jarang dijumpai pasar yang memiliki barang dan/atau 

jasa yang homogen. Demikian juga sangat langka 

dimilikinyainformasiyangsempurnaolehpenjualdan 

pembeli. Ini adalah pasar yang ideal yang sangat sulit 

dicapai.(Bdk.SihYulianaWahyuningtyas,(2005:23) 

Persaingansehatdiyakinimerupakancarayangpaling 

baik untuk mencapai pendayagunaaan sumber daya 

secara optimal guna  memenuhi kebutuhan 

masyarakat. adanya rivalitas dalam dunia usaha 

cenderung menekan ongkos-ongkos, dengan 

demikian harga-harga menjadi lebih rendah serta 

kualitasnya yang semakin meningkat. Hal ini dapat 

terjadi karena adanya rivalitas mendorong inovasi 

parapelakuusahaataupemasokuntukmenghasilkan 

produk secara efisien dalam basis biaya yang lebih 

rendah serta produk-produk yang memiliki keunikan 

dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum 

dihargaiolehkonsumen. 

Menurut Pakpahan, adanya persaingan akan 

menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan 

pasar (market power) pada satu atau beberapa 

perusahaan. Ini berarti konsumen mempunyai 

banyakalternatifdalammemilihbarangdanjasayang 

dihasilkan produsen yang begitu banyak, sehingga 

hargabenar-benarditentukanolehpasarpermintaan 

dan penawaran dan bukan oleh hal-hal lain. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa ada- nya 

persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan 

pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha 

menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang 

bagi pengem- bangan dan peningkatan 

kewiraswastaan (entrepreneur- ship) yang akan 

menjadi modal utama bagi kegiatan pem- bangunan 

ekonomibangsa,JohnnyIbrahim,(2006:155). 

Darisegimakro-ekonomi,persainganyangsehatakan 

menghindarkan mayarakat terhadap adanya bobot 

yang hilang (deadweight loss) yang umumnya 

disebabkan kebijaksanaan pembatasan produksi 

yang biasa dipraktikan oleh perusahaaan monopoli 

untuk menjaga agar harga-harga tetap tinggi dalam 

pasar persaingan sempurna (perfect competition). 

Dengan demikian persaingan yang sehat akan 

mengarah pada penggunaan berbagai sumber daya 

ekonomi secara efisien sehingga juga bermanfaat 

untuk memaksimumkan kesejahteraan konsumen 

(consumerwelfare). 

Menurut Areeda, persaingan juga dapat 

memberi- kanandil dalam memajukan keadilan oleh 

karena harga- harga yang bersaing secara wajar 

menambahpilihanuntukparapembelimaupunpara 

penjual. Pendapat ini memperoleh pembenaran 

dalam praktik kehidupan sehari-hari, karena 

persaingan yang dibatasi, maka pembeli dipaksa 

untuk membeli meski tidak sesuai dengan 

keinginannya. Demikian pula penjual tidak dapat 

secaraleluasamasukdalampasaruntukmengekspre- 

sikankreasinyabersaingsecarawajar. 

Pendapat-pendapat tersebut banyak mengandung 

kebenaran dan saling melengkapi, namun lebih jauh 

lagi dalam konteks persaingan antara bangsa dalam 

era globalisasi, Porter mengingatkan bahwa 

keunggulan suatu Negara adalah bergantung pada 

kemampuan industrinya untuk melakukan inovasi. 

Perusahaanakanmajubiladihadapkanpadatekanan 

atau tantangan. Porter menegaskan bahwa 

perusahaan akan betul-betul terangsang bila dalam 

suatu Negara terdapat persaingan ketat, pemasok- 

pemasok yang agresif dan pelanggan yang 

mempunyai tuntutan (demanding). Bahwa dalam 

menghadapi persaingan bertaraf internasional yang 

semakin lama semakin ketat, maka peranan Negara 

semakin penting dibandingkan dengan sebelumnya. 

Menurut Porter, keunggulan bersaing dalam suatu 

Negara diciptakan dan dilanjutkan oleh suatu proses 

yang terutama berasal dari persaingan lokal dan khas 
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Negaratersebut.(Johnny Ibrahim,2006:156). 

3. AppliedTheory:TeoriPertumbuhanEkonomi 

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi 

yang membahas tentang proses pertumbuhan 

ekonomi dapatdikelompokkanmenjadi empataliran 

yaitu aliranklasik, neo-klasik, Joseph Schumpeter, dan 

postKeynesian. 

Pertama, Mercantilisme. Populer di awal revolusi 

industri, Mercantilisme sebenarnya bukan teori 

pertumbuhan ekonomi, tetapi berpendapat bahwa 

suatu negara dapat dibuat lebih baik dengan 

berupaya mengakumulasi emas dan meningkatkan 

ekspor. 

Kedua, aliran/kaum klasik.Aliran ini terdiri atas para 

ahliekonomiyanglahirantaraabaddelapanbelasdan 

permulaan abad kedua puluh ini, lazim digolongkan 

sebagai. Aliran ini dikembangkan oleh Adam Smith di 

Wealth of Nations (1776). Smith berpendapat ada 

beberapa faktor yang memungkinkan peningkatan 

pertumbuhanekonomi. 

1) Peranpasardalammenentukanpenawaran 

dan permintaan: Produktivitas kerja. Smith 

berpenda- pat bahwa pendapatan per 

kapita ditentukan oleh “keadaan 

keterampilan, ketangkasan, dan penilaian 

dengan mana tenaga kerja diterapkan di 

negaramanapun”(WealthofNationsI.6) 

2) Peran perdagangan dalam memungkinkan 

spesia- lisasi yang lebih besar. Pertumbuhan 

ekonomi dapat meningkatkan skala 

pengembalian investasi skala, melalui 

peningkatan spesialisasi produksi dan 

perdagangan hasil produksi. Ricardo dan 

Malthus mengembangkan model klasik. 

Model ini mengasumsikan perubahan 

teknologi konstan dan peningkatan input 

dapat menyebabkan pe-ngembalian yang 

semakin berkurang. Hal ini menyebab kan 

prediksi suram Malthus - bahwa populasi 

akan tumbuh lebih cepatdaripada kapasitas 

duniauntukmemberimakandirinyasendiri. 

Malthustakterlalufokusuntukmeramalkan 

kapasitas peningkatan teknologi untuk 

meningkatkanhasilpangan. 

Ketiga, aliran neo-klasik (Solow / Swan). Teori 

pertumbuhan ekonomi neo-klasik menunjukkan 

bahwa peningkatan modal atau tenaga kerja 

mengarah pada berkurangnya hasil. Oleh karena itu, 

peningkatan modal hanya memiliki dampak 

sementara dan terbatas pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Seiring peningkatan modal, 

ekonomi mempertahankan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang stabil. Untuk meningkatkan laju 

pertum-buhanekonomidalammodelinidiperlukan: 

1) Peningkatan dalam proporsi PDB yang dinvesta- 

sikan - namun, ini terbatas karena proporsi inves- 

tasi yang lebih tinggi mengarah pada 

berkurangnya pengembalian dan konvergensi 

padakondisitunakpertumbuhan. 

2) Kemajuan teknologi yang meningkatkan produk- 

tivitasmodal/tenagakerja. 

Aliran ini menunjukkan negara-negara miskin 

yang berinvestasi lebih banyak harus melihat 

pertumbuhan ekonomi mereka bertemu dengan 

negara-negarakaya.Salahsatutokohdarialiranneok- 

klasik ialah Evsey Domar dan RE. Harrod. Menurut 

Harrod-Domar, pembentukan modal dipandang 

sebagai pengeluaran yang akan menambah 

kesanggupan suatu perekonomian untuk 

menghasilkan barang-barang maupun sebagai 

pengeluaran yang akan menambah permintaan 

efektif seluruh masyarakat. Apabila pada suatu masa 

tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, 

maka pada masa benikutnya pere- konomian 

mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk 

menghasilkan barang-barang. Sebagai tambahan, 

Harrod-Domar menganggap bahwa pertambahan 

pro- duksi dan kenaikan pendapatan nasional tidak 

ditentukan oleh pertambahan kapasitas produksi 

masyarakat, tetapi oleh kenaikan pengeluaran 

masyarakat. Walaupun kapasitas produksi 

bertambah, namun pendapatan nasional baru akan 
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bertambah dan pertumbuhan baru akan tercipta bila 

pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Teori 

Harrod-Domar memberikan pemisahan berikut. 

Perekonomian telah mencapal tingkat kesema alat- 

alat modal yang tersedia dalam masyaran sepe- 

nuhnya. 

1) Perekonomiantersebutterdiriatassektorru-mah 

tangga dan sektor perusahaan, dan tidak me- 

nyertakan pemerintah serta perdagangan luar 

negeri. 

2) Besarnya tabungan masyarakat adalah propor- 

sionaldenganbesarnyapendapatannasional,dan 

keadaan mi berarti fungsi tabungan dimulai dan 

titiknol. 

3) Besarnya kecenderungan menabung marjinal 

(marginal propensity to save = MPS) tetap. MPS 

merupakan perubahan bagian pendapatan yang 

ditabung sebagai akibat dan perubahan tingkat 

pendapatan. Selain itu, perbandingan antara 

modal dengan jumlah produksi (capital output 

ratio) dan perbandingan antara pertambahan 

modal dan pertambahan jumlah produksi (raslo 

pertam- bahan modal produksi) besarnya tidak 

berubah. 

Keempat, Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru 

(Pertumbuhan Endogen). Model pertumbuhan 

endogen, dikembangkan oleh Paul Romer dan 

Robert Lucas menempatkan penekanan yang lebih 

besar pada konsep modal manusia. Bagaimana 

pekerja dengan pengetahuan, pendidikan, dan 

pelatihan yang lebih besar dapat membantu 

meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Mereka 

menempatkan kepentingan yang lebih besar pada 

kebutuhan pemerintah untuk secara aktif 

mendorong inovasi teknologi. Mereka berdebat 

dalam pandangan klasik pasar bebas, perusahaan 

mungkin tidak memiliki insentif untuk berinvestasi 

dalamteknologibarukarenamerekaakanberjuang 

untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang 

kompetitif. 

Modelinimenekankanpada: 

1) Peningkatan modal dan produktivitas tenaga 

kerja. 

2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak 

memiliki hasil yang berkurang, tetapi, mungkin 

memilikihasilyangmeningkat 

3) Peningkatan modal tidak selalu mengarah pada 

berkurangnya pengembalian seperti yang 

diprediksi Solow. Mereka mengatakan itu lebih 

rumit;itutergantungpadajenisinvestasimodal. 

4) Peningkatan pentingnya manfaat limpahan dari 

ekonomiberbasispengetahuan. 

5) Penekanan pada pasar bebas, mengurangi 

regulasi dan subsidi.Argumennya adalah bahwa 

kita perlu menjaga Agar perekonomian tetap 

terbukaterhadapkekuatanperubahan. 

Salah figur penting dari aliran teori ini ialah Jo- seph 

Schumpeter. Ia berpendapat bahwa fitur yang 

melekat pada kapitalisme adalah ‘penghancuran 

kreatif’ membiarkan perusahaan yang tidak efisien 

gagal sangat penting untuk memungkinkan sumber 

daya mengalir ke saluran yang lebih efisien. Menurut 

Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan 

merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, 

melainkan merupakan perubahan yang spontan dan 

terputus-putus. Schum- peter juga menyatakan 

bahwa perkembangan ekonomi selanjutnya itu tidak 

bersifat gradual, tetapi mengandung ketidaktentuan 

dan risiko yang besar, sehingga tidak dapat 

diperhitungkanterlebihdahulu.Hainimenye-babkan 

timbulnya keragu-raguan dalam mengembangkan 

usahalebihlanjut. 

Schumpeter selanjutnya berpendapat bahwa 

faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi 

adalah kewirausahaan (entrepreneurship). Para 

wirausahawan merupakan orang-orang yang 

mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi 

nasional. 

Kelima, teori sisi permintaan Keynesian. Keynes 

berpendapat bahwa permintaan agregat dapat 

memainkan  peran  dalam  mempengaruhi 
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pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan 

menengah. Meskipun sebagian besar teori 

pertumbuhan mengabaikan peran permintaan 

agregat,beberapaekonomberpendapatresesidapat 

menyebabkan efek histeresis dan pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang yang lebih rendah. Keenam, 

batasan pertumbuhan - Dari perspektif lingkungan, 

beberapa berpendapat dalam pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang akan terkendala oleh 

degradasi sumber daya dan pemanasan global. Ini 

berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mungkin 

berakhir-mengingat- 

kankitapadateoriMalthus. 

Ketujuh, teori pertumbuhan terpadu. Teori ini 

dikembangkan oleh Oded Galor. Teori 

pertumbuhan terpadu mencoba untuk 

menggabungkan berbagai elemen pertumbuhan 

ekonomi,yaitu: 

1) Stagnasi ekonomi yang menandai sebagian besar 

sejarahmanusiasampaiabadke-18 

2) Revolusi industri pertamadanawalpertumbuhan 

ekonomi 

3) Peran pembentukan modal manusia dalam 

pertumbuhanekonomi 

4) Menjelaskan perbedaan dalam pertumbuhan 

ekonomiantarnegara. 

5) Tetapi, terlepas dari itu semua, berbagai teori 

pertumbuhan ekonomi yang diruaikan di atasi 

membe- rikan penekanan yang berbeda. Secara 

ringkasdapatdisebutkan: 

6) Peranmenabung(Harrod-Domar) 

7) Peraninvestasimodal(modelklasik) 

8) Tingkat peningkatan teknologi (Pertumbuhan 

endogendanlainnya) 

9) Human Capital (Pertumbuhan endogen dan 

pertumbuhanterpadu) 

10) Faktorkelembagaan 

11) Keterbukaan pasar (Pertumbuhan endogen dan 

modelklasik). 

 
III. METODEPENILITIAN 

3.1. ObyekStudidanTeknikPengumpulan 

Meski esensinya sama, metodologi penelitian 

hukum dapat dipahami secara berbeda. Soerjono 

Soekanto misalnya mengartikan ‘metodologi 

penelitian’ sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta imiah 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam 

gejala yang bersangkutan”. Sementara, menurut 

Peter Mahmud Marzuki,6 metodologi peneliti- an 

hukum merupakan suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yangdihadapi. 

Bertolak dari pengertian di atas, maka dalam 

studi ini, peneliti/penulis berusaha melakukan uraian 

deskriptif berkenaan dengan kententuan hokum 

persaiangan usaha. Selanjutnya, penulis berusaha 

menganailsis kaitan antara hokum persaingan usaha 

dansistemdanpertumbuhanekonomi.. 

Selain bersifat deskriptif dan analitis, studi dan 

penulisan ini dilakukan secara normatif dengan 

mengan- dalkan data sekunder atau bahan pustaka. 

Karenaitupembahasanyangdilakukandalamstudiini 

mencakup: 

1) regulasi atau ketentuan hukum tentang 

persainganusaha. 

2). sistem perekonomian dan faktor-faktor penentu 

pertumbuhanekonomi; 

3) pengaruh hukum persaingan usaha bagi pertum- 

buhanekonomi. 

Butir 2 dan 3 akan digali dari berbagai studi atau 

karya ilmiah yang memuat pendapat para ahli dan 

parapelakuekonomi. 

3.2. AnalisaData 

Pada awalnya data-data yang diperoleh 

dirangkaipenelitiansecarasistematis.Kemudian,data 
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tersebut dikomparasi dan dianalisa dengan 

mempergunakan pendekatan kualitatif. Dengan 

demikian, diperoleh suatukebenaran rekomendatif 

yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum 

normatif. 

IV. PEMBAHASAN 

4.1 Regulasi tentang Persaingan Usaha Di In- 

donesia 

Regulasi atau hukum tentang persaingan usaha 

diIndonesiatermasukbidangilmuhukumyangcukup 

baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Buku Teks Hukum Persaingan Usaha karya Dr. Andi 

Fahmi Lubis, SE, ME dkk (2017) mengemukakan 

bahwa Amerika Serikat telah menerapkan hukum 

persainganusaha denganmengundangkan Sherman 

Antitrust Act pada tahun 1890. Jerman memiliki 

Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) 

(Undang-Undang Melawan Persaingan 

Tidak Sehat) mulai tahun 1909.Tetapi, perang dingin 

pasca perang dunia II ( 1 Sep 1939 – 2 Sep 1945) 

membuat Jerman terbagi menjadi Jerman Barat dan 

Timur.Pemecahanitumempengaruhiaturanhukum 

di bidang persaingan usaha. Jerman Timur sebagai 

negara komunis tidak memberlakukan hukum 

persainganusaha. Sebaliknya, Jerman Barat di bawah 

Menteri Ekonomi Federal, Ludwig Erhard 

menerapkansistem ekonomi yang berorientasi pasar 

dan mewajibkan negara mem- berikan jaminan 

terhadap kebebasan pasar melalui atur- an hukum. 

Dengan alasan itu, Parlemen, menyetujui di- 

undangkannya Gesetz gegen Wettbewerb 

sbeschraenkungen (GWB) (Undang-Undang 

Antihambatan Persaingan Usaha) yang oleh para 

pelaku usaha di Jerman lebih suka menyebutnya 

dengan Cartel Act. Dengan bersatunya kembali dua 

Jerman pada 3 Oktober 1990, maka kedua undang- 

undangtersebutdiberlakukandiseluruhJerman. 

Jepang sudah mengakomodasi aturan 

mengenaiantimonopolipadatahun1940-an,melalui 

Act.No.54of14April1947jugadisebutAntiMonopoli 

Law (AML). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki 

Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni 

KansuruHoritsu,namunnamayangpanjangdisingkat 

menjadi Dokusen Kinshi Ho. Pada tanggal 31 

Desember 1980, Korea Selatan mengundangkan 

Undang-Undang No. 3320 yang diberi nama “The 

RegulationofMonopoliesandFairTradeAct”. 

MelaluiDekritPresidenyangdikeluarkantanggal 

1 April 1981, undang-undang tersebut diberlakukan. 

Sekurang- kurangnya sudah tujuh kali dilakukan 

amandemen terha- dap undang-undang yang 

awalnyaterdiriatas62pasaltersebut. 

Indonesia sendiri baru mengenal hukum 

persaing- an usaha ini pada akhir dekade 1980-an. 

Latar belakang langsung dari penyusunan undang- 

undang antimonopoli adalah perjanjian yang 

dilakukan antara Dana Moneter Internasional (IMF) 

dengan Pemerintah Republik Indo- nesia, pada 

tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, 

IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan 

kepada Negara Republik Indonesia sebesar US$ 43 

miliar yang bertujuan untuk mengatasai krisis 

ekonomi, akan tetapi dengan syarat Indonesia 

melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum 

ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan 

diperlukannya undang-undang antimonopoli. Akan 

tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan 

merupakan satu-satunya alasan penyusunan 

undang-undangtersebut. 

Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di 

Indonesia mengenai perlunya perundangundangan 

antimonopoli. Reformasi sistem ekonomi yang luas 

dankhususnyakebijakanregulasiyangdilakukansejak 

tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah 

menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. 

Timbul konglomerat pelaku suaha yang dikuasai oleh 

keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat 

tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil 

danmenengahmalaluipraktikusahayangkasarserta 

berusaha untuk mempengaruhi semaksimal 

mungkin penyusunan undangundang serta pasar 
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keuangan. Kalangan konglomerat tersebut malahan 

diberikan perlindungan undang-undang, contohnya 

adanya kartel semen, kaca, kayu, kertas serta 

penetapan harga semen, gula dan beras, penentuan 

akses masuk ke pasar untuk kayu dan kendaraan 

bermotor, lisensi istimewa, untuk cengkeh dan 

tepung terigu, pajak, pabean dan kredit dalam sektor 

industripesawatdanmobil. 

Dengan latar belakang demikian, maka disadari 

bahwa pembubaran ekonomi yang dikuasai negara 

dan perusahaan monopoli saja tidak cukup untuk 

memba- ngun suatu perekonomian yang bersaing. 

Disadari juga hal-hal yang merupakan dasar 

pembentukan setiap perundang-undangan 

antimonopoli, yaitu justru pelaku usaha itu sendiri yang 

cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan 

dari tekanan persaingan usaha dengan melakukan 

perjanjian atau penggabungan perusahaan yang 

menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi 

kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha 

yang lebih kecil. Negara perlu menjamin keutuhan 

proses persaingan usaha terhadap gangguan dari 

pelakuusahadenganmenyusunundang-undang,yang 

melarang pelaku usaha mengganti hambatan 

perdagangan oleh negara yang baru saja ditiadakan 

dengan hambatan persaingan swasta.Tahun-tahun 

awal reformasi di Indonesia memunculkan rasa 

keprihatinanrakyatterhadapfakta bahwa perusahaan- 

perusahaan besar yang disebut konglomerat 

menikmatipangsapasarterbesardalamperekonomian 

nasional Indonesia. Melalui berbagai cara mereka 

berusaha mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi 

pemerintahsehinggamerekadapatmengaturpasokan 

atau supply barang dan jasa serta menetapkan harga 

secara sepihak yang tentu saja menguntungkan 

mereka. Koneksi yang dibangun dengan birokrasi 

negara membuka kesempatan luas untuk menjadikan 

mereka sebagai pemburu rente. Apa yang mereka 

lakukan sebenarnya hanyalah mencari peluang untuk 

menjadi pemburu rente (rent seeking) dari pemerintah 

yang diberikan dalam bentuk lisensi, konsesi, dan hak- 

hak istimewa lainnya. Kegiatan pemburuan rente 

tersebut, oleh pakar ekonomi William J. Baumol dan 

Alan S. Blinder dikatakan sebagai salah satu sumber 

utama penyebab inefisiensi dalam perekonomian dan 

berakibat pada ekonomi biaya tinggi (high cost 

economy). 

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum 

dalam bidang persaingan, setelah atas inisiatif DPR 

disusun RUU Larangan Praktik Monopoli dan 

PersainganUsahaTidakSehat.RUUtersebutakhirnya 

disetujuidalamSidangParipurnaDPRpadatanggal18 

Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi 

Ramelan.Setelahseluruhprosedurlegislasiterpenuhi, 

akhirnya Undang- Undang tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie dan 

diundangkanpadatanggal5Maret1999sertaberlaku 

satu tahun setelah diundang- kan. Berlakunya 

Undang-UndangNo. 5 Tahun1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(UU No. 5 Tahun 1999) sebagai tindak lanjut hasil 

Sidang Istimewa MPR-RI yang digariskan dalam 

Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok- 

Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka 

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, 

maka Indonesia memasuki babak baru 

pengorganisasianekonomiyangberorientasipasar. 

Secara ringkas substansi dari UU No. 5 / 1999 

dapatdipaparkansebagaiberikut: 

1) Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha 

untukmelakukanperjanjianyangmeliputi: 

2) Praktek Oligopoli: perjanjian dua pelaku usaha 

atau lebih untuk menguasai produksi dan atau 

pemasaransuatubarangdanataujasayangdapat 

mengakibatkanpraktekmonopolidanpersaingan 

usahatidaksehat(Pasal 

3) Penetapan Harga: perjanjian dua pelaku usaha 

atau lebih untuk: menetapkan harga -kecuali 

dalam usaha patungan atau berdasar undang- 

undang; diskriminasi harga; membuat harga di 
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bawah harga pasar; atau melarang penjualan 

kembali dengan harga yang lebih rendah dari 

hargayangditetapkan,(Pasal5-8). 

4) Pembagian wilayah pemasaran: perjanjian dua 

pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan 

wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga 

dapat mengakibatkan praktek monopoli dan 

persainganusahatidaksehat,(Pasal9). 

5) Pemboikotan: perjanjian dua pelaku usaha atau 

lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk 

melakukan usaha yang sama atau menolak 

untukmenjualprodukpelakuusahalain,(Pasal10) 

6) Kartel: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih 

untuk mempengaruhi harga dengan mengatur 

produksi yang dapat mengakibatkan praktek 

monopolidanpersainganusahatidaksehat,(Pasal 

11). 

7) Trust: perjanjian dua pelaku usaha atau lebih 

untuk membentuk gabungan perusahaan 

dengan tetap mempertahankan kelangsungan 

perusahaan masing masing dengan tujuan untuk 

mengontrol produksi dan atau pema- saran 

sehinggadapatmengakibatkanpraktekmonopoli 

danpersainganusahatidaksehat,(Pasal12). 

8) Oligopsoni: perjanjian dua pelaku usaha ataulebih 

untuk menguasai pasokan agar dapat 

mengendalikan harga yang dapat mengakibat- 

kanpraktek monopolidanpersainganusaha tidak 

sehat,(Pasal13). 

9) Integrasivertical:perjanjianduapelakuusahaatau 

lebih untuk menguasai rangkaian produksi 

berkelanjutan yang dapat mengakibatkan 

persaingan usaha tidak sehat dan merugikan 

masyarakat,(Pasal14). 

10) Perjanjian tertutup: perjanjian dua pelaku usaha 

atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima 

pasokan hanya akan memasok atau tidak akan 

memasok produk tersebut kepada pelaku usaha 

lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari 

pemasok; atau mengenai harga atau potongan 

harga yang akan diterima bila bersedia membeli 

produklainatautidakmembeliprodukyangsama 

daripelakuusahalain,(Pasal15). 

11) Perjanjian dengan pihak luar negeri (perjanjian 

dengan pelaku usaha luar negeri yang dapat 

mengakibatkanpraktekmonopolidanpersaingan 

usahatidaksehat,Pasal16). 

Larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan 

sebagaiberikut: 

a. Monopoli: pelaku usaha dilarang melakukan 

penguasaan atas produksi dan pemasaran yang 

dapat mengakibatkan praktek monopoli dan 

persainganusahatidaksehat,(Pasal17). 

b. Monopsoni: pelaku usaha dilarang menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal yang dapat mengakibatkan praktek 

monopolidanpersainganusahatidaksehat,(Pasal 

18). 

c. Penguasaan pasar: dilarang melakukan satu atau 

beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang 

dapat mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat berupa: 

menghalangipelakuusahalainuntukmelaku-kan 

usaha yang sama; atau menghalangi kon- sumen 

untuk bertransaksi denganpelakuusaha tertentu; 

atau membatasi peredaran dan penjualan 

produk; atau melakukan diskrimi- nasi (Pasal 19); 

melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing 

(Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya 

produksidanbiayalainnya(Pasal21)). 

d. Persekongkolan: dilarang melakukan tender 

kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan 

rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), 

bersekongkol untuk menghambat produksi dan 

ataupemasaranpesaing(Pasal24)). 

c. PenyalahgunaanPosisiDominan: 

1) Dilarang menggunakan posisi dominan secara 

langsung maupun tidak untuk menetapkan 

syarat perdagangan guna menghalangi kon- 

sumen; membatasi pasar dan pengembangan 

teknologi; atau menghambat pesaing mema- 

sukipasarbersangkutan.(Pasal25). 
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2) Jabatan rangkap (dilarang merangkap jabatan 

direktur/komisaris di dua perusahaan atau lebih 

bila perusahaan lainnya; berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama; atau memiliki 

keterkaitandalambidangdanjenisusaha;secara 

bersama menguasai pangsa pasar; yang dapat 

mengakibatkan praktek monopoli dan 

persainganusahatidaksehat),(Pasal26). 

3) Pemilikan saham (dilarang pemilikan saham 

mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis 

apabila mengakibatkan satu atau sekelompok 

pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa 

pasar; atau dua atau tiga pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

75%pangsapasar),(Pasal27). 

4) Penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan: dilarang bila dapat 

mengakibatkan praktek monopoli dan 

persainganusahatidaksehatdanadakewajiban 

notifikasi bila mengakibat- kan penguasaan aset 

ataunilaitertentu,(Pasal28dan29). 

d. Undang-undang ini menetapkan pembentukan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki 

kewenangan yang signifikan untuk tidak hanya 

mengawasi pelaksanaan undang-undang ini tetapi 

juga untuk melakukan tugas penilaian perjanjian, 

kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan, 

melakukan tindakan berdasar kewenangan, 

memberi saran dan pertimbangan kepada peme- 

rintah serta berwenang untuk menerima laporan, 

penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha 

dan saksi, meminta keterangan institusi pemerin- 

tah, memutuskan dan menjatuhkan sanksi admin- 

istratif yang berkaitan dengan kasus dugaan 

pelanggaranundang-undangini(Pasal30-37). 

e. Undngan-undang ini juga menetapkan suatu tata 

cara khusus dalam penanganan perkara persaing- 

anusaha.Danterdapatketentuanacarakhususbagi 

lembaga peradilan dalam menangani kasus per- 

saingan usaha seperti ditiadakannya upaya banding 

ke Pengadilan Tinggi yang ada adalah upaya kasasi 

keMahkamahAgungterhadapputusanPengadilan 

Negeriataskasuspersainganusaha(Pasal38-46). 

f. Sanksi dalam undang-undang ini dibagi dua yaitu 

sanksi administratif (kewenangan KPPU) dan sanksi 

pidana (kewenangan peradilan umum). Sanksi 

administratif bisa terdiri dari pembatalan perjanjian, 

penghentian integrasi vertikal, kegiatan usaha, dan 

penyalahgunaan posisi dominan, pem- batalan 

penggabungan, peleburan dan pengambil- alihan, 

penetapan ganti rugi, dan atau pengenaan denda 

sebesar antara Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar. 

Sedangkan untuk sanksi pidana dapat ter- diri dari 

pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp 1 

miliar sampai Rp 100 miliar rupiah dengan pidana 

kurungan antara 3 sampai 6 bulan serta pidana 

tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan 

untuk menduduki posis direksi atau komisaris 

selama 2 sampai 5 tahun, atau penghentian 

kegiatan atau tindakan usaha yang menyebabkan 

kerugian(Pasal47-49). 

g. Undang-undang ini juga menetapkan adanya 

pengecualian berlakunya aturan dalam undang- 

undang(Pasal50-51)untuk: 

1) Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melak- 

sanakan peraturan perundangundangan yang 

berlaku; 

2) Perjanjian yang terkait dengan Hak atas 

KekayaanIntelektualdanwaralaba; 

3) Yangberkaitandenganstandarteknis; 

4) Perjanjiandalamkerangkakeagenan; 

5) Perjanjiankerjasamapenelitian; 

6) Perjanjianinternasionalyangtelahdiratifikasi; 

7) Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka 

ekspor dengan tidak mengganggu pasokan 

dalamnegeri; 

8) Pelakuusahakecil; 

9) Kegiatan usaha koperasi yang melayani 

anggotanya. 

10) KegiatanyangdilakukanolehBUMNataubadan 

ataulembagayangdibentukpemerintah 

4.2.SistemPerekonomianIndonesia 
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Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata 

cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam 

melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu 

tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainideologi 

bangsa,sifatdanjatidiribangsa,danstrukturekonomi. 

Secara ringkas, sistem ekonomi di dunia ada tiga yaitu 

sistem Sistem Perekonomian Pasar 

(Liberalis/Kapitalis); Sistem Perekonomian 

Perencanaan (Etatisme / Sosialis), dan Sistem 

EkonomiCampuran 

Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah 

sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh 

kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem 

ekonomi lib- eral merupakan sistem perekonomian 

yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam 

segala bidang perekonomian kepada setiap orang 

untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia 

inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut 

negara-negaraEropadanAmerikaSerikat. 

Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan 

sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. 

Dalam sistem ini, jalannya perekonomian 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau 

pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang 

menjadi dasar adalah Karl Marx, dia berpendapat 

bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka 

tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas- 

kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. 

Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, 

KoreaUtara,dannegarakomunislainnya. 

Sistem ekonomi campuran merupakan 

campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi 

liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem 

ekonomi campuran pemerintah melakukan 

pengawasan dan pengendalian dalam 

perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) 

masihdiberikebebasanuntukmenentukankegiatan- 

kegiatanekonomiyanginginmerekajalankan. 

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh 

negara Indonesia adalah Sistem perekonomian 

Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan. Ini artinya 

sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia 

harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara 

normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan 

idiilsistemperekonomiandiIndonesia. 

Pemerintah Indonesia bertekad 

melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan 

mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, 

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang 

menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia 

adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi 

ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi 

kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif 

dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah 

yang menciptakan iklim yang bagus bagi 

pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri- 

cirisistemekonomiiniialah: 

a. Bertumpupadamekanismepasaryangberkeadil- 

andenganprinsippersainganyangsehat. 

b. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai 

keadilan,kepentingansosial,dankualitashidup. 

c. Mampu mewujudkan pembangunan 

berwawasanlingkungandanberkelanjutan. 

d. Menjamin kesempatan yang sama dalam 

berusahadanbekerja. 

e. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan 

perlakuanyangadilbagiseluruhrakyat. 

Sistem ekonomi Pancasila ditegaskan melalui 

Amandemen ke-2 UUD 1945 pada tahun 2000, di 

manapadapasal33disebutkan: 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasaratasasaskekeluargaan. 

b. Cabang-cabangproduksiyangpentingbaginegara 

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasaiolehnegara. 

c. Bumidanairdankekayaanalamyangterkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergu- 

nakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat. 

d. Perekonomiannasionaldiselenggarakanberdasar 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
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kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pasalinidiaturdalamundang-undang. 

Dalam rangka mewujudkan sistem 

ekonomi Pancasila tersebut, pemerintah 

memberlakukan Undang- Undang No. 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 

1999). 

4.3 PengaruhHukumtentangPersainganUsahadan 

PengaruhnyabagiPerekonomianIndonesia 

Persaingan usaha memiliki peranan yang 

cukupsignifikandalampembangunanperekonomian 

suatunegara,terlebihnegarayanghendakturutserta 

dalam perdagangan global. Persaingan usaha yang 

sehat memberikan banyak kesempatan bagi para 

pelaku usaha untuk dapat berkompetisi secara patut 

dan adil dalam rangka maksimalisasi keuntungan 

tanpamerugikanmasyarakatselakukonsumen. 

Adalah suatu keniscayaan, bahwa 

pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di 

negara berkembang, hukum memiliki peranan yang 

besar untuk memberikan peluang pembangunan 

ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha 

sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan 

suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di 

mana hukum dan pembangunan dapat saling 

menyokong satu sama lain. Menurut Max Weber, 

terdapat beberapa faktor penentu agar hukum 

mampu memberikan kondisi yang kondusif untuk 

membantu pembangunan ekonomi, yaitu: stabilitas, 

prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan 

kemampuanaparatpenegakhukum. 

4.3.1. StabilitasdanPrediktabilitas 

Sebuah dilema terangkum dalam Pasal 2 

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, yang 

menentukan bahwa kegiatan usaha harus 

berasaskan “demokrasi ekonomi.” Bagaimana 

demokrasi ekonomi dapat tercapai sementara 

demokrasi politik masihdalam tahapperkembangan, 

dan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta dan 

pemerintah yang besar masih memper- tahankan 

hierarkisecarakaku? 

Selain itu asas demokrasi ekonomi mau tidak 

mau harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang 

ada dalam Pasal 3 Undang-undang Persaingan Usaha 

tersebut, yaitu efisiensi, keseimbangan antara 

kepentingan-kepentingan usaha dan umum, 

kesetaraan peluang diantara usaha-usaha pada 

berbagai skala, dan juga kesejahteraan rakyat. 

Keseimbangan yang ada di dalamnya menyiratkan 

bahwa demokrasi ekonomi mengacu pada sebagian 

isi Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:“Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berlandaskan atas 

asas kekeluargaan.” Bentuk organisasi ekonomi 

tersebut bertentangan secara langsung dengan 

perekonomian liberal yang telah menjadi landasan 

Undang-undangPersainganUsahaini.Apabiladilema 

tersebut tidak segera diatasi maka stabilitas dan 

kepastiantidakakantercapai. 

Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan 

peraturan, ketidakstabilan ekonomi makro yang 

masih menonjol, serta korupsi di Indonesia 

merupakanpermasalahanpokokyangmenimbulkan 

keraguan pada banyak pihak baik pelaku usaha 

maupun masyarakat akan sistem hu- kum.Ada tiga 

alasan kenapa hal ini terjadi, yaitu: (i) hakim masih 

kerap terlibat dalam korupsi; (ii) hakim tidak me- 

mahami dengan baik isi peraturan perundang- 

undangan; dan (ii) pelaksanaan hukum yang tidak 

konsisten. 

4.3.2. Keadilan 

Secara filosofis, dalam proses berlangsungnya 

mekanisme pasar terdapat ketidakadilan dan 

terdapat pula celah yang melanggengkan 

ketidakadilan tersebut. Untuk itu peranan hukum 

sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi 

para pelaku usaha dan juga konsumen. Intervensi 
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pemerintah dalam bentuk pengaturan hukum 

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan integritas 

pasaritusendiri. 

4.3.3. Pendidikan 

Kriteria pendidikan menyiratkan makna 

bahwa hukum dapat mendidik masyarakat kearah 

nilai-nilai yang lebih baik yang dikehendaki. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam persaingan usaha tidak 

dimaksudkan untuk menghilangkan kerukunan 

maupun kebersamaan yang ada dalam masyarakat 

yang juga tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. 

Tetapi UU Persaingan Usaha dapat mendidik warga 

masyarakat untuk semakin mengasah kompetensi 

dirinya, tekun dan berdisiplin, dan bersedian untuk 

berkolaborasi.Jadi,secarataklangsungUUPersaingan 

Usaha menunjang terciptanya iklim persaing- an 

usaha (kompetisi) yang sehat sehingga mendorong 

pembangunan ekonomi negara serta 

mensejahterakanmasyarakat. 

4.3.4  KemampuanPenegakHukum 

Undang-undang Persaingan Usaha 

merupakan undang-undang yang sarat akan 

permasalahan ekonomi sehingga untuk memahami 

undang-undang tersebut mem- butuhkan tidak saja 

dalam bidang ilmu hukum namun juga bidang ilmu 

lain yaitu ilmu ekonomi. Selain masalah penguasaan 

ilmu, adanya integritas dan moral yang kuat dari para 

penegak hukum di bidang persaingan usaha 

merupakan dua hal yang menunjang hukum 

persaingan usaha memainkan peranannya dalam 

pembangunan ekonomi. Penegak hukum yang 

dimaksudadalahKomisiPengawasPersainganUsaha 

(Komisi),Kepolisian, dan Hakim. Komisi selaku 

pengawas atas pelaksanaan Undang- undang 

Persaingan Usaha memiliki tugas yang maha berat 

mengingat Undang-undang ini tergolong baru, 

sehingga Komisi belum memiliki bekal serta 

pengalaman yang memadai. Akan tetapi itu bukan 

merupakan hambatan melainkan sebuah tantangan 

agar terlaksananya Hukum Persaingan Usaha sesuai 

dengantujuannya. 

V. KESIMPULAN 

Penegakan hukum persaingan usaha atau 

pene-rapan Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 

tentangLaranganPraktekMonopolidanPersaingan 

Usaha Tidak Sehat sebagai level playing field dapat 

menjamin stabilitas dan prediktibilitas; menjamin 

keadilan; mendidik warga masyarakat untuk 

meningkatkan kompetensinya; mem- bangun 

kolaborasi demi terbangunnya iklim persaingan 

usahayangsehat. 

Jadi, tak dapat dipungkiri bahwa penegakan 

hu- kum persaingan usaha mempunyai pengaruh 

yang kuat bagi peningkatan daya saing perusahaan. 

Dan,ketikadayasaingperusahaanmeningkatmaka 

percepatan pemba- ngunan (baca: pertumbuhan) 

ekonomi negara dan kese- jahteraan masyarakat 

akanmengalamipeningkatanpula. 
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